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ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING)
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
TERHADAP PELAKU PENCURIAN

Oleh
Oci Anggara

Tindakan main hakim sendiri (Eigenrechting) adalah tindakan untuk
melaksanakan hak menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk
melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang,
tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan
sanksi oleh perorangan.Dari pengertian eingenrechting seperti di atas, dapat
dimaknai bahwa main hakim sendiri adalah tindakan atau cara main hakim
sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan
pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Permasalahan
dalam hal ini ialah yang pertama bagaimanakah upaya kepolisian dalam
penanggulanan tindak pidana main hakim sendiri yang menyebabkan kematian
terhadap pelaku pencurian dan yang kedua ialah apakah faktor penghambat pihak
kepoilisian dalam penanggulangan tindak pidana main hakim sendiri.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan
yuridis empiris, yang mana menggunakan tekhnik pengumpulan data dengan cara
studi kepustakaan dan studi lapangan, yang diperkaya dengan data-data
narasumber yang terdiri dari pihak Kepolisian, tokoh masyarakat dan akademisi
hukum.

Hasil penelitian yang di dapat adalah, upaya penanggulangan dalam kasus
tindakan main hakim sendiri adalah dengan cara upaya penal dan non penal.
Faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penanggulang tindakan main
hakim sendiri yakni undang-undang faktor penghambatnya adalah tidak diatur
secara jelas pasal-pasal tindak pidana main hakim sendiri, kepolisian faktor
penghambatnya adalah kurang cepat dan tanggapnya dalam melakukan
penanganan tindak kejahtan dan akibatnya terjadilah tindak pidana main hakim
sendiri, masyarakat faktor penghambatnya adalah kurang pahamnya akan hukum
dan telat dalam melakukan pelaporan sebuah tindak kejahatan dan memilih untuk
melakukan tindak pidana main hakim sendiri, budaya faktor penghambatnya
adalah sebuah kebiasaan yang sudah diwariskan sejak dulu sampai sekarang
dalam menangani tindak kejahatan di lingkungannya, sarana dan prasarana atau



Oci Anggara
fasilitas, faktor penghambatnya adalah kendala dalam mengakses tempat kejaaian
kejahatan seperti sarana kendaraan, akses jalan dan dana yang kurang. Ada
beberapa pasal dalam KUHP yang dapat digunakan untuk melawan para pelaku
tindakan main hakim sendiri, dalam hal ini Pasal 170 KUHP yang berbunyi
barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan
kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling
lama lima tahun enam bulandan 351 KUHP yang berbunyi (1) Penganiayaan
dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan
atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,—. (2) Jika perbuatan itu menjadikan
luka berat, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Upaya dalam penanggulangan tindak pidana main hakim sendiri ini haruslah
dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat baik melalui aparat
penegak hukum maupun tokoh masyarakat serta memberikan pemahaman baik
dari segi agama maupun segi hukum bahwa tindakan main hakim sendiri ini tidak
dapat di benarkan. Memberikan pemahaman seperti ini biasanya dinilai lebih
mudah untuk dipahami dan diikuti oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat
mengetahui setiap perbuatan yang mereka lakukan apakah itu benar atau salah
dimata agama dan dimata hukum. Memperbaiki apa yang menjadi penghambat
dalam penanganan tindakan main hakim sendiri serta meciptakan lapangan
pekerjaan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan mengurangi tindak
kejahatan pencurian.

Kata Kunci : Upaya Penanggulangan, Main Hakim Sendiri, Pencurian
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MOTTO

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“jangan sombong ketika memiliki banyak harta karena itu hanya titipan ”

(Oci Anggara)

“jangan menyerah pada keadaan walaupun keadaan tersebut sangat buruk”
(Oci Anggara)
“jalanilah hidup mu dengan santai tapi jangan sampai terlena hingga kamu lupa
dengan apa yang kamu ingin capai ”
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga
polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Keamanan dan ketertiban
masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat
terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan
nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya
hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina
serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal,
mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-

bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang
pemeliharaan keamanan dan Kketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.Kepolisian Negara
Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang
meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya
hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi
hak asasi manusia.Tugas- tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik

Indonesia:



a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
b. menegakkan hukum.

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjamin kesejahteraan pada setiap
warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap
hak setiap warga negaranya yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah konsep hukum dan normatif yang
menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia
adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan

kepada siapapun, sehingga sifatnya universal.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak
Asasi Manusia, hal ini dikarenakan hukum dan Hak Asasi Manusia saling
berkaitan satu sama lainnya. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal
mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan hukum wajib

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.?

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat
berbangsa dan bernegara. Keberadaan aturan baik yang bersifat formal maupun
non formal yang berlaku di masyarakat merupakan suatu kebutuhan yang

cukupsangat penting tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada segala aspek

lundang-undang republik indonesianomor 2 tahun 2002tentangkepolisian negara republik
indonesiadengan rahmat tuhan yanmaha esapresiden republik indonesia

2 Titik Triwulan Tuti, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945,
Kencana, Jakarta, 2010, hIm. 28.



khususnya adalah perlindungan terhadap anak di Indonesia. Masalahnya
perlindungan anak baru menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada kurun
waktu tahun 1990-an, setelah secara intensif berbagai bentuk kekerasan terhadap

anak di Indonesia diangkat kepermukaan oleh berbagai kalangan.®

Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dijelaskan
bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak
memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
Kelompok masyarakat yang rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir
miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Sedangkan menurut Human Rights
Reference disebutkan bahwa yang tergolong ke dalam kelompok rentan adalah
anak, perempuan, penyandang cacat, dan kelompok minoritas mempunyai arti

penting dalam masyarakat yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.*

Kedudukan hukum selalu memiliki peran dalam tatanan masyarakat, mulai tingkat
yang paling sederhana sampai tingkat yang kompleks, perlunya penegakan hukum
ditujukan demi terwujudnya ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan
keadaan umum masyarakat, dimana ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi

adanya masyarakat yang teratur dalam kehidupannya.

Penanggulangan secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu Penal
dan Non Penal.Keduanya pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus
berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi.Jika pendekatan pertama

yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan

3 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung: Redika Aditama, 2010.hIm.7.

4 Iskandar Hoesin, “Perlindungan terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku
Terasing, dll) dalam Perspektif HAM” (makalah disajikan dalam Seminar Pembangunan Hukum
Nasional ke VIII Tahun 2003, Denpasar, Bali, 14 - 18 Juli 2003)



dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy/criminal
law policy) yaitu, “usaha mewujudkan peraturan perundangundangan pidana yang
sesuaidengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan
datang”.® Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial,
yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana
menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial
dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang

yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.

Kenyataan diatas menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana bukanlah semata-
mata pekerjaan legislator (perundang-undangan) yang bersifat yuridis normatif
tetapi juga pakar dibidang lain seperti sosiologi, historis dan komparatif yang
lebih bersifat yuridis faktual. Dalam uraian ini tampak bahwa ada keterpaduan
antara politik kriminal dan politik sosial, penanggulangan kejahatan dengan penal
dan non penal. Keterpaduan ini dimaksudkan untuk meningkatkanefektifitas
dalam penanggulangan kejahatan, artinya optimalisasi hukum pidana saja tanpa
dibarengi upaya-upaya sosial lainnya tentu akan sangat sulit diwujudkan.
Kenyataan ini tidak terlepas dari alasan-alasan sebagai berikut:®
1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan
nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil

dan spirituil berdasarkan Pancasila;

> Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti,
Bandung, him.1.
®Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, him.36-40.



2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum
pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan
yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) bagi warga
masyarakat;

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan
hasil (cost and benefit principle);

4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau
kemampuan daya kerja dari badan-badan hukum vyaitu jangan sampai ada

kemampuan beban tugas (overbelasting).

Upaya penanggulangan antara lain :

a. Upaya preventif, adalah mengutamakan upaya pencegahan daripada
penindakan.

b. Upaya Represif, adalah upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak-

pihak yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan.

Melaksanakan hak menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk
melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang,
tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan

sanksi oleh perorangan”.’

Pengertian eingenrechting seperti di atas, dapat dimaknai bahwa main hakim
sendiri adalah tindakan atau cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa
mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat

kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri juga dapat diartikan sebagai

" Agen Sindikat, Kamus Hukum Terlengkap - 11.000 istilah bahasa Inggris & Belanda, him. 158,
file diunduh dari laman www.academia.edu diakses pada 2 Januari 2018



tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses/prosedur yang
sesuai dengan hukum.Pada pripnsipnya, kaidah dari hukum adalah melindungi
kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancam juga mengatur hubungan
diantara manusia.Kaidah hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan
manusia, baik secara individual maupun secara kelompok, maka manusia yang
memiliki kepentingan hukum itu harus dihayati, dipatuhi, dilaksanakan dan

ditegakkan.

Kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-
ketentuan KUHP. Sesuai dengan pasal 362 KUHP disebutkan bahwa yang
dimaksud dengan pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu,
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana
penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus
rupiah”. Sedangkan pencurian dengan kekerasan lebih lanjut diatur dalam Pasal
365 KUHP disebutkan bahwa “Diancam dengan pidana penjara paling lama
sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan
atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan
atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap

menguasai barang yang dicuri”.

Kematian adalah keniscayaan yang tidak terelakkan.la merupakan drama penuh

misteri dan seketika yang dapat mengubah jalan hidup seseorang. Karena



misterius dan menakutkannya kematian, tidak sedikit umat manusia merasa perlu

menambah masa hidupnya.

Membahas kematian bisa menimbulkan sebuah '‘pemberontakan’ yang menyimpan
kepedihan pada jiwa manusia, yaitu kesadaran dan keyakinan bahwa mati pasti
akan tiba dan musnah semua yang dicintai dan dinikmati dalam hidup ini.

Kesadaran itu memunculkan penolakan bahwa kita tidak ingin (cepat) mati.

Fenomena sosial yang berkaitan dengan tindakan main hakim sendiri
(eigenrecgting) mengenai kasus pencurian, seperti contoh kasus yang terjadi di
jalan Pulau Singkep, kelurahan Sukarame, Bandar Lampung. Pelaku pencurian
tersebut bernama YH (20) warga Lampung Timur, pelaku berusaha mencuri

sepeda motor milik Novianto (40)warga Lampung Tengah.®

Aksi main hakim sendiri itu berawal saat pelaku hendak mencuri sepeda motor
milik korban di tempat kejadian perkara (TKP). Irfan (23) warga setempat

3

mengatakan “ pelaku bersama rekannya, ketahuan oleh warga dan langsung
dikepung”. Kedua pelaku pun berusaha melarikan diri dari kepungan warga satu
orang pelaku yang berada diatas motor sempat mengeluarkan senjata api dan

menodongkan ke warga.

Massa pun tidak berani merangsek karena melihat salah satu pelaku menodongkan
senjata api. Azhari (37), warga lainnya mengatakan, warga mulai berani saat
melihat satu orang pelaku tertinggal oleh rekannya yang kabur."Satu pelaku

tertinggal saat pelaku yang membawa senjata api kabur menggunakan sepeda

8https://kaltim.tribunnews.com/2020/09/11/aksi-main-hakim-sendiri-menelan-korban-jiwa-
seorang-pencuri-motor-di-lampung-tewas-dihajar-massa



motor,"” kata Azhari.Melihat satu pelaku tertinggal, warga pun langsung beringas

dan menghajar tersangka YS hingga sekarat.

Aparat kepolisian yang datang karena ada laporan pencurian langsung
mengevakuasi pelaku dan membawanya ke RS Bhayangkara.Namun, nyawa
pelaku tidak bisa diselamatkan.Pelaku meninggal setelah sempat dirawat di rumah

sakit itu.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk menganalisa, mengetahui
dan membahas secara jelas mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan
tindak pidana main hakim sendiri (eigenrechtinng) yang mengakibatkan kematian
terhadap pelaku prncurian yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan fakta

diatas.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarlan uraian yang terdapat dalam latar belakang diatas, maka permasalahan

yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.  Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana main
hakim sendiri yang menyebabkan kematian terhadap pelaku pencurian?

2.  Apakah faktor penghambatpihak kepolisian dalam penanggulangan tindak

pidana main hakim sendiri?

2. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup substansi permasalahan dikaji dalam pengidentifikasian terhadap

pertanggungjawaban pidana, bagaimana tanggapan atas pertanggungjawaban


https://kaltim.tribunnews.com/tag/rs-bhayangkara

pidana pelaku tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian.Penelitian
ini memerlukan wawancara terhadap pihak aparat penegak hukum.Waktu dan
lokasi penelitian dilakukan pada tahun 2020 di wilayah hukum polres Bandar

Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang di kemukakan diatas, maka tujuan dalam

penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui, upaya kepolisian dalam menanggulangi pidana dalam
sebuah tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian terhadap
pelaku pencurian.

b. Untuk mengetahui,faktor yang menjadi penghambat pihak kepolisian dalam
penanggulangan tindak pidana main hakim sendiri yang menyebabkan

kematian terhadap pelaku pencurian.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian dalam penulisan ini

adalah:

a. Secara Teoritis

1) Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi

pengembangan ilmu hukum pada umumnya atas hasil analisis dasar
pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencabulan
anak yang dilakukan oleh tenaga serta untuk bidang hukum pidana

khususnya tindak pidana anak tentang Pencabulan.
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2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di dunia
kepustakaan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak lain yang

dapat digunakan untuk kajian dan penulisan ilmiah di bidang hukum.

b. Secara Praktis
1) Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam upaya
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum pidana khususnya
perlindungan tindak pidana anak tentang Pencabulan.
2) Salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan studi di

Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yaitu konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil
pemikiran ataupun kerangka acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk
mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh

peneliti.’

a. Teori upaya penanggulangan

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan kriminal (Criminal
Policy).Kebijakan penanggulangan dapat di realisasikan melalui dua pendekatan,
yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dengan menjatuhkan sanksi
pidana terhadap pelaku kejahatan dan pendekatan non-penal (pendekatan diluar

hukum pidana) yaitu pencegahan tanpa pidana, termasuk di dalamnya diadakan

® Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 1984, him 124.
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penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata. Selain itu upaya non-penal
dapat dilakukan dengan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai

kejahatan dan pembinaan melalui media massa.

Tujuan utama atau poin penting direalisasikannya usaha non-penal adalah untuk
memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, tetapi secara tidak langsung
mempunyai pengaruh pencegahan (preventif) yang dimana usaha non-penal
sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi inti

yang harus diefektifkan dan diintensifkan.!!

1. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana
(penal).

Upaya yang dilakukan dalam saran penal lebih menitikberatkan pada sifat
penindakan. Penanggulangan kejahatn dengan menggunakan sarana penal
dianggap sebagai salah satu cara paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri
atau biasa disebut older philosophy of crime control. Menurut Roeslan Saleh tiga
alasan diperlukanya pidan dan hukum pidana sebagai berikut :

a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuantujuan yang
hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai
tujuan itu boleh menggunaka paksaan; persoalan bukan terletak pada hasil yang
akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-
batas kebebasan pribadi masing-masing.

b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama

sekali bagi terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas

10 M. Hamdan, Politik hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, him. 25.
11 Shafrudin, Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998, him. 75.
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pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat
dibiarkan begitu saja.

c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditunjukan kepada si
penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orangyang tidak jahat, yaitu warga

masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan menggunakan sarana non penal

Saran non penal lebih bersifat pencenghan untuk terjadinya kejahatan, usaha non
penal biasanya berupa penyantunan dan Pendidikan sosial dalam rangka
mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat.Dalam upaya ini masyarakat
dijadikan sebagai factor utama pendukung dalam upaya penanggulangan

kejahatan.

Upaya non penal meliputi bebragai bidang yang luas dalam seluruh sector
kebijakan yang ada.Tujuan utama dari upaya non penal adalah untuk memperbaiki
kondisi-kondisi sosial, namun yang tidak secara langsung membawa pengaruh
pencegahan pada tindak kejahatan. Menurut Sunarto, dapat melakukan
penanggulangan kejahatan dengan mengadakan operasi rutin dan operasi khusus,
sebagai berikut :

a. Upaya Pre-emptif

Rangkaian kegiatan yang digunakan untuk menangkal atau menghilangkan factor-
faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatanya sangat
bervariasi, mulai dari penyelidikan tempat atau wilayah yang berpotensi
menimbulkan suatu kejahatan.Dan juga upaya koordinasi dengan setiap pihak

untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan di masyarakat.
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b. Upaya Preventif

Kegiatan yang ditunjukan untuk mencegah secara langsung terjadinya tindak
kejahatan. Mencakup kegiatan penjagaan, patroli, pengawasan dan pengawal pada
lokasi yang di perkirakan mengadung “police hazard”, termasuk juga kegiatan
pembinaan maayarakat yang bertujuan untuk memotivasi segenap lapisan
masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, menangkal,

dan memerangi kejahatan.

c. Upaya Represif

Meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang bertujuan kearah penangkapan
terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman
factual. Bentuk kegiatannya antara lain penyelidikan, penyidikan, serta upaya

paksa lainya yang disahkan menurut undang-undang.

d. Operasi Khusus

Akan diterapkan apabila gelagat perkembangan situasi menunjukan
kecenderungan peningkatan sampai melampaui batas toleransi kerawanan.Operasi
khusus kepolisian ini juga diterapkan pada saat mengahadapi masa rawan yang
berdasarkan pencatatan dan pengalaman data bertahun-tahun yang silam telah
dapat diprediksi dan dijadwalkan dalam kalender kamtibmas, misalnya menjelang

tahun baru, menjelang hari raya, maupun masa panceklik dan lain-lain.*2

12 Sunarto DM, Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan, (Bandar Lampung: AURA, 2016),
him. 44.
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b. Teori penegakan hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-
kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan
mempertahankan kedamaian hidup. Secara umum, sebagaimana dikemukakan
oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,
yaitu: faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat,
dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh
karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur
daripada efektivitas penegakan hukum. Apabila kelima faktor tersebut ditelaah
dengan teliti, maka akan dapat terungkapkan halyang berpengaruh terhadap sistem

penegakan hukum.3

1. Undang-undang

Peraturan perundang-undangan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana(KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri,
akan tetapi bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi
perbuatan main hakim sendiri. Tetapi ada Pasal yang mengatur tentang
penganiayaan dan kekerasan, yaitu terdiri dari Pasal 351 KUHP tentang
Penganiayaan:*

a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

13 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers,
Jakarta, 2010, him. 5.

14 Andi hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Edisi Ke-2, (Jakarta:
Cahaya Prima Sentosa, 2015), hal. 65.
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b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan
pidana penjara paling lama lima tahun.

c. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan
pidana penjara paling lama lima tahun.

d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan di

depan umum, yaitu terdiri dari Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan:*®

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2. Yang bersalah diancam:

a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja
menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan
luka-luka;

b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan
mengakibatkan luka berat;

c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan

mengakibatkan maut.

Ketika seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri maka pasal-pasal
tersebut dapat dikenakan kepada siapa saja yang melakukan tindakan tersebut,
baik itu melakukannya karena faktor emosional, ikut-ikutan, kurang mempercayai

hukum, dan situasi.Tindakan seperti main hakim sendiri tidak dibenarkan dalam

Ibid., hal. 6.
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hukum, sehingga dapat dikenakan terhadap orang yang melakukanya, dan apabila
orang yang melakukan tindakan tersebut sampai mengakibatkan matinya
seseorang maka yang dikenakan adalah pasal 338 KUHP tentang kejahatan

terhadap nyawa.

2. Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilan polisi di beberapa negara memiliki
ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan “politeia”, di
Inggris “police” juga dikenal adanya istilah “constable”, di Jerman “polizei”, di
Amerika dikenal dengan “sheriff”’, di Belanda “politie”, di Jepang dengan istilah
“koban” dan “chuzaisho” walaupun sebenarnya istilahkoban adalah merupakan
suatu nama pos polisi di wilayah kota danchuzaisho adalah pos polisi di wilayah
pedesaan. Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata “polisi” telah
dikenal dalam bahasa Yunani, yakni “politeia”. Kata “politeia” digunakan
sebagai title buku pertama Plato, yakni “Politeia” yang mengandung makna suatu
negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari
pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.®Dilihat
dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan
menggunakan istilah “politie” di Belanda.Hal ini sebagai akibat dan pengaruh

dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia.

3. Masyarakat
Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem

tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah

16 Azhari,Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya, UIPress,
Jakarta, 1995, hal. 19.


https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi
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pada kehidupan kolektif. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang karena
tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu
dipersatukan dalam kehidupan kolektif. Sistem dan hukum yang terdapat dalam
suatu masyarakat mencerminkan prilaku-prilaku individu, karena individu-indivu

tersebut terikat dengan hukum dan sistem tersebut.

Hakikat masyarakat sesuai dengan skenario penciptaan manusia sebagai khalifah
dimuka bumi, vyakni tegaknya Kkeadilan ilahiyang berlakuuntuk alam dan
manusia.Masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan
(berinteraksi) dengan manusia lain dalam suatu kelompok. Kehidupan masyarakat
yang selalu berubah (dinamis) merupakan sesuatu yang tidak dapat
dihindari. Masyarakat warga atau political society dibentuk dengan tujuan yang
spesifik, menjamin hak milik pribadi dan melakukan penertiban sosial dengan

menjatuhkan sanksi bagi para pelanggar peraturan.

4. Budaya

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh
sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Bahasa
sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia
sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara
genetis.Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang
berbeda budaya, dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, peristiwa itu

membuktikan bahwa budaya dipelajari.

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh.Budaya bersifat kompleks, abstrak,

dan luas.Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif.Unsur-


https://id.wikipedia.org/wiki/Kolektif
https://id.wikipedia.org/wiki/Keyakinan_dan_kepercayaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pikiran
https://id.wikipedia.org/wiki/Ambisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem
https://id.wikipedia.org/wiki/Individu
https://id.wikipedia.org/wiki/Skenario
https://id.wikipedia.org/wiki/Ilahi
https://id.wikipedia.org/wiki/Alam
https://id.wikipedia.org/wiki/Dinamis
https://id.wikipedia.org/wiki/Warga
https://id.wikipedia.org/wiki/Pribadi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sanksi
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
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unsur sosial-budaya ini tersebar, dan meliputi banyak kegiatan sosial
manusia.Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika

berkomunikasi dengan orang dari budaya lainterlihat dalam definisi budaya.

Citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya
dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia makna dan
nilai logis yang dapat dipinjam anggota-anggotanya yang paling bersahaja untuk
memperoleh rasa bermartabat dan pertalian dengan hidup mereka.Dengan
demikian, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk
mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan

perilaku orang lain.

5. Sarana dan Prasarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan
hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain,
mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik,
peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Ketika sarana dan
prasana tersebut terpenuhi maka proses penegakan hukum akan berjalan dengan

semestinya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan
hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak
hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
Khususnya untuk sarana atau fasilitas tesebut, sebaiknya dianut jalan pikiran,

seperti yang tidak adadiadakan yang baru, yang rusak atau yang salah diperbaiki


https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia
https://id.wikipedia.org/wiki/Makna
https://id.wikipedia.org/wiki/Logis
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atau dibetulkan, yang kurang ditambah, yang macet dilancarkan dan yang mundur

dimajukan atau di tingkatkan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual yaitu adalah kerangka yang menggambarkan hubungan
antara konsep—konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang
berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.!’Kerangka konseptual
yang diketengahkan akan dibatasi pada konsepsi pemakaian istilah-istilah dalam
penulisan ini yaitu Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindakan Main Hakim

Sendiri Yang Mengakibatkan Kematian Terhadap Pelaku Pencurian.

Adapun pengertian dari istilah yang berkaitan adalah antara lain:

a.Penanggulangan  adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah,
menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan, ukuran atau tindakan yang diambil
untuk melawan atau mengimbangi satu sama lain. Sebagai konsep umum, ini
menyiratkan presisi, dan merupakan solusi atau sistem teknologi atau taktis
(sering kali untuk aplikasi militer ) yang dirancang untuk mencegah hasil yang

tidak diinginkan dalam proses tersebut.

b. Tindakan main hakim sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut
kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut
kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain

yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan”. 8

17 Soerjono Soekanto, Op Cit, him 132
18 Agen Sindikat, Kamus Hukum Terlengkap - 11.000 istilah bahasa Inggris & Belanda, him. 158,
file diunduh dari laman www.academia.edu diakses pada 2 Januari 2018


https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Military&usg=ALkJrhjWrk7qN0AyTOTkGTtqrbDTWXlQow
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c. Pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau

pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

d. Kematian adalah keniscayaan yang tidak terelakkan. la merupakan drama
penuh misteri dan seketika yang dapat mengubah jalan hidup seseorang. Karena
misterius dan menakutkannya kematian, tidak sedikit umat manusia merasa perlu

menambah masa hidupnya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan
hukum ini, penulis akan membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab yang
setiap bab dibagi sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan
pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan

hukum ini sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN
Pada bab ini mengemukakan apa yang menjadi Latar Belakang Masalah,
Perumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan penulisan, Kerangka konsepsional

(teoritis dan konseptual),dan di akhiri dengan Sistematika Penulisan.

I1. TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini berisikan pengertian tentang Hak Asasi Manusia (HAM),
pertanggungjawaban pidana, tindakan main hakim sendiri, pencurian dan

kematian.
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I11. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode yang akan di pakai guna memperoleh
data yang akurat, adapun metode yang di gunakan terdiri dari jenis penelitian, tipe
penelitian, pendekatan masalah, jenis dan sumber data, metode pengumpuulan

data, metode pengolahan data, dan analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini mencakup pembahasan dari hasil penelitian dan pembahasan yang
mengemukakan pertanggungjawaban pidana pelaku tindakan main hakim sendiri

yang mengakibatkan kematian terhadap pelaku pencurian.

V. PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari apa yang telah di bahas



Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penanggulangan

Dalam perbuatan tindakan main hakim sendiri ada faktor yang menyebabkan
mengapa seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri, disamping itu
didalam perbuatan tindakan main hakim sendiri ada juga suatu upaya
penanggulangan  untuk mencegah terjadinya tindakan main  hakim
sendiri.Masyarakat pada umumnya mengharapkan adanya suatu pergerakan dan
upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya didalam instansi lembaga
hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) untuk lebih berperan aktif dalam melakukan suatu

tindakan untuk menanggulangi tindakan main hakim sendiri.

Berdasarkan teori social control bahwa dalam wupaya penanggulangan
dilakukannya suatu pencegahan dalam melakukan tindakan main hakim sendiri
yang memfokuskan kepada tehnik dan strategi untuk mengatur tingkah laku
manusia dan ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat, menurut Travis Hirschi
menyebutkan empat upaya penanggulangan yakni,social bonds (ikatan sosial)
yang mendorong sosialisasi dan penyesuaian diri yaitu : attachment (keterikatan),
commitment (pendirian kuat yang positif), involvement (keterlibatan), dan belief

(pandangan nilai moral yang tinggi).



23

1. Attachment (Keterikatan)

Attachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang
lain. Jika attachment ini sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap
pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain itu, sehingga dapat mencegah atau
menghambat seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan atau melakukan

tindakan main hakim sendiri.

2. commitment (pendirian kuat yang positif)
Keterikatan dalam subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi-
organisasi dan sebagainya. Ini berarti bahwa seseorang dengan akal sehat

mempertimbangkan untung rugi dari perilaku menyimpang.

3. involvement (keterlibatan)
Apabila seseorang terlibat banyak melakukan aktivitas, maka seluruh tenaga dan
pikiran akan tercurah, sehingga tidak ada waktu untuk mempertimbangkan

perilaku menyimpang.

4. Belief (Pandangan nilai moral yang tinggi).
Unsur ini menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan
serta merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya, kemudian percaya

pada nilai-nilai norma dari normanorma dan nilai-nilai dari pergaulan hidup.

Berdasarkan teori social control masyarakat dalam melakukan perbuatan dan
tindakan harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang terkadung dalam
peraturan perundang-undangan, menjadikan suatu peraturan yang mengatur

kehidupan manusia itu menjadi pedoman untuk melakukan suatu perbuatan dan
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tingkah laku, dan didalam kehidupan sehari-hari harus adanya tindakan yang
membuat diri kita menjadi orang yang berguna dan melakukan hal-hal yang
positif misalnya melakukan suatu pekerjaan, menghabiskan waktu dengan hal
yang bermanfaat, saling membantu orang lain, saling menghormati, dan jika
menemukan adanya suatu tindak pidana maka kita sebagai anggota masyarakat
yang baik sebaiknya melaporkannya kepada kepolisian, dan tidak
melakukantindakan main hakim sendiri yang dapat merugikan orang lain dan diri

sendiri.

Kewenangan Polisi, Jaksa, dan Hakim disamping untuk menegakkan hukum
sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun juga memberikan sebuah
pengarahan atau pembelajaran mengenai hukum kepada masyarakat, berdasarkan
teori sistem peradilan pidana di Indonesia bahwa dalam upaya penanggulangan
mengenai tindakan main hakim sendiri bila dilihat mengenai kasus tindakan main

hakim sendiri.®

Lembaga hukum harus menjadikan suatu masyarakat yang taat akan hukum,
upaya-upaya penanggulangan dalam tindakan main hakim sendiri, seperti
memberikan penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat, memberikan sebuah
apresiasi kepada setiap warga masyarakat yang memperdamaikan suatu
permasalahan didaerahnya tersebut, kemudian pihak kepolisian dalam
menyelesaikan suatu kasus seperti ini harus cepat, sigap, dan tanggap dalam
segala tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang yang melanggar hukum, sering

kali masyarakat mengeluh akan kecepatan kepolisian dalam menyelesaikan suatu

19 Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan
Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok
Aren Tangerang)
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kasustindak kejahatan, masyarakat banyak yang mengatakan bahwa bila sudah
adanya korban barulah kepolisan langsung bergerak cepat, hal inilah yang memicu
terjadinya tindakan main hakim sendiri didalam lingkungan masyarakat maka
sistem peradilan harus berjalan dengan baik jika semua unsur saling mendukung

dan melengkapi.

Pelaksanaan ini dilakukan oleh sistem peradilan pidana yang terdiri dari Polisi
(penyidik), Jaksa (penuntut umum), Hakim (pengadilan) dan Lembaga
kemasyarakatan, sebagai suatu sistem antara sub-sistem dalam sistem peradilan
pidana itu diibaratkan seperti air bersih yang mengalir, jika air itu ditaburi dengan
kotoran maka air itu akan mengalir ke setiap permukaan yang dilaluinya dan
mengakibatkan semua yang dilalui air tersebut menjadi kotor, itulah
perumpamaan mengenai lembaga hukum yang terjadi pada saat ini jika satu
lembaga hukum tersebut mempunyai suatu kelemahan maka yang terjadi adalah
semua bagian dalam lembaga hukum tersebut akan terkenadampaknya, maka dari
itu sistem peradilan di Indonesia ini harus diperbaiki guna menciptakan suatu

lembaga hukum yang baik dan benar.

B. Tindakan Main Hakim Sendiri

Perbuatan tindakan main hakim sendiri ini yang terlibat adalah sekelompok orang
yaitu masyarakat yang melakukan suatu perbuatan tersebut, bila yang
melakukannya adalah sekelompok orang berarti banyaknya massa yang ikut
berperan serta didalam perbuatan main hakim sendiri ini, lebih dari itu mereka
(masyarakat) melakukannya dengan tindakan yang anarkis, melakukan tindakan

tersebut dengan kekerasan, pengeroyokan, dan pembunuhan sampai terjadinya
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suatu pembakaran hidup-hidup yang dilakukan masyarakat tersebut terhadap
pelaku tindak kejahatan, padahal seharusnya tindakan main hakim sendiri itu
dilarang oleh undang-undang, tetapi masyarakat lebih memilih melakukan
penghakiman dengan caranya sendiri dari pada menyerahkan kepada pihak yang
berwenang, masyarakat tidak lagi mempercayai hukum yang berlaku, bila
masyarakat itu mengerti akan hukum dan mereka mempercayai hukum maka
seharusnya dilakukanlah penyerahan pelaku tindak kejahatan tersebut kepada

pihak yang berwenang yaitu kepolisian.

Eigenrechting adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri
tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri
yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain  yang
berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan.?’ Dari
pengertian eingenrechting seperti di atas, dapat dimaknai bahwa main hakim
sendiri adalah tindakan atau cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa
mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat
kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri juga dapat diartikan sebagai
tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses/prosedur yang
sesuai dengan hukum.Pada pripnsipnya, kaidah dari hukum adalah melindungi
kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancam juga mengatur hubungan
diantara manusia.Kaidah hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan
manusia, baik secara individual maupun secara kelompok, maka manusia yang

memiliki kepentingan hukum itu harus dihayati, dipatuhi, dilaksanakan dan

20 Agen Sindikat, Kamus Hukum Terlengkap - 11.000 istilah bahasa Inggris & Belanda, him. 158,
file diunduh dari laman www.academia.edu diakses pada 2 Januari 2018
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ditegakkan. Selanjutnya terdapat Teguh Prasetyo, yang menyampaikan bahwa

tujuan hukum pidana dengan membaginya menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:?

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual
atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk
dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan
pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum
pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam
penjelasan umum.s

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum
pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret
yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum
pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini

merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Menentukan dan mewujudkan kebenaran materiil harus memperhatikan
kepentingan masyarakat dan kepentingan tersangka, maka dalam “proses
penyidikan sebagai upaya penting dalam mencari kebenaran sejati tentang adanya
persangkaan dilakukan tindak pidana dan guna menemukan si bersalah,
merupakan tugas yang harus benar-benar diperhatikan oleh Polri dalam
kedudukannya sebagai aparat negara dalam menangani proses pemeriksaan tindak
pidana yang terjadi dalam masyarakat”.?? Dengan adanya tujuan hukum sebagai
penjamin kepastian dan tertib hukum seperti di atas, dapat dipahami bahwa

tindakan persekusi, bukan merupakan cara yang tepat, melainkan merupakan

21 Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Jilid 11, Jakarta, Rajawali Press, him. 7.
22 Martiman Prodjohamidjojo, 1984, Penyelidikan dan Penyidikan, Jakarta, Ghalia Indonesia, him.
17
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suatu pelanggaran hak asasi manusia. Masyarakat mungkin lupa atau bahkan tidak
tahu, bahwa bukan hanya mereka yang memiliki hak asasi, para pelaku tindak
pidanapun memiliki hak asasi yang harus dihormati, yaitu hak untuk mendapatkan
perlindungan hukum dimuka pengadilan.Selain bertentangan dengan HAM,
bahwa tindakan main hakim sendiri (Eingenrechting), juga tidak dapat

dibenarkan, karena pelaksanaan sanksi pidana merupakan monopoli penguasa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (2008),
“main hakim sendiri, diartikan sebagai menghakimi orang lain tanpa
mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan,

penyiksaan, pembakaran, dsb)”.

Kasus main hakim sendiri (Eigenrechting) merupakan salah satu bentuk reaksi
masyarakat karena adanya pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat. Reaksi
masyarakat, ditinjau dari sudut sosiologis, dapat dibedakan menjadi dua aspek,
yaitu aspek positif dan aspek negatif.?® Aspek positif ialah jika memenuhi syarat

sebagai berikut:?*

a. Aspek positif ialah jika memenuhi syarat sebagai berikut: Reaksi masyarakat
terhadap kejahatan melalui pendekatan-pendekatan kemasyarakatan sesuai
dengan latar belakang terjadinya suatu tindakan kejahatan.

b. Reaksi masyarakat didasarkan atas kerja sama dengan aparat keamanan atau
penegak hukum secara resmi.

c¢. Tujuan penghukuman adalah pembinaan dan penyadaran atas pelaku kejahatan.

23 Abdul Syahni, 1987, Sosiologi Kriminalitas, Bandung, Remaja Karya, him. 100.
21bid., him. 100-101.



29

d. Mempertimbangkan dan memperhitungkan sebab-sebab dilakukannya suatu

tindakan kejahatan.

Sedangkan aspek negatif, jika:®

a. Reaksi masyarakat adalah serta merta, yaitu dilakukan dengan dasar luapan
emosional.

b.Reaksi masyarakat didasarkan atas ketentuan lokal yang berlaku didalam
masyarakat yang bersangkutan (tak resmi).

c. Tujuan penghukuman cenderung lebih bersifat pembalasan, penderaan,
paksaan, dan pelampiasan dendam.

d. Relatif lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan latar belakang

mengapa dilakukan suatu tindakan kejahatan.

Berbeda dengan Abdul Syahni, Andi Hamzah, menyatakan bahwa “Perbuatan
main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak
orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan

bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum”.?

Pengertian “main hakim sendiri” seperti di atas, dapat dipahami bahwa larangan
dari tindakan main hakim sendiri tersebut didasarkan ‘“tanpa adanya
proses/prosedur yang harus dilalui terduga pelaku tindak pidana sekaligus adanya

pelanggaran terhadap hak asasi manusia”.

Harus diakui bahwa proses/prosedur penegakan hukum pidana, selain dapat

memberikan kepastian hukum sekaligus sebagai upaya dalam melindungi hak

2 |bid.,
% Andi Hamzah, 1986, Kamus Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, him. 167.
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asasi manusia terduga pelaku tindak pidana.Berdasarkan ketentuan KUHAP,
bahwa setiap terduga pelaku tindak pidana, sebelum dapat dikatakan “bersalah”
terlebih dahulu diharuskan menjalani proses/prosedur tahapan dan tingkatan
seperti di atas.Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas hukum acara pidana,

yaitu praduga tak bersalah (presumption of innocence).

Ketentuan mengenai asas praduga tak bersalah (presumption of innocence)
tersebut dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009), yaitu
“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di
depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan

yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

C. Tindak Pidana Pencurian

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran
“an” yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa
diketahui orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara melawan
hukum. Orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri
berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan pencurian.Seseorang
dikatakan pencuri jika semua unsur-unsur yang diatur di dalam pasal pencurian
terpenuhi. Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu
hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang
sesungguhnya. Di dalam ketentuan KUHP Indonesia, pada Pasal 362 menyatakan:
“Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena
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pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling
banyak sembilan ratus rupiah” Dari ketentuan di atas, Pasal 362 KUHP
merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Semua unsur dari kejahatan pencurian
dirumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pasal - pasal KUHP lainnya tidak
disebutkan lagi unsur tindak pidana pencurian, akan tetapi cukup disebutkan
nama, kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau

peringanan.

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan
sebagai berikut: dari unsur subjektif dan unsur objektif. “Barang siapa yang
mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan
orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,
dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun

atau denda sebanyak-bayaknya Rp. 900.”2

Unsur pokok atau unsur tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang
diatur pada Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

a. Barang siapa,

b. Mengambil,

c. Sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Apabila seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana

pencurian, orang tersebut harus terlebih dahulu terbukti telah memenuhi semua

27 R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor: Poloteia, 2015, hal. 249
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unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362

KUHP. Dalam tindak pidana pencurian terdapat 5 jenis pencurian, yakni :

1. Pencurian biasa ( pasal 362 KUHP )

R. Soesilo membuat terjemahan Pasal 362 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa
mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan
orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,
dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun
atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900”.28 Sedang Moeljatno merumuskan pasal
362 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki
secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling
lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.?*Tindak Pidana
Pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP
mempunyai beberapa unsur, sebagai berikut :

1. Unsur objektif, terdiri dari :

a. Perbuatan mengambil, Kata Mengambil (wegnemen) dalam arti sempit
terbatas pada menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnya
dan mengalihkannya ke tempatlain

b. Objeknya suatu barang, Mengenai barang yang diambil itu harusalah
barang yang berharga, baik secara keseluruhan maupun sebagian,

Mengenai harga barang nya diambil tidak selalu harus bersifat ekonomis.

28 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap
pasal demi pasal, Politeia, Bogor, 1976, hal. 215

Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Terjemahan), Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal.
154
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c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut
sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur subyektif, terdiri dari :
a. Adanya maksud
b. Yang ditujukan untuk memiliki
c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut

sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

2. Pencurian dengan pemberatan ( pasal 363 KUHP )

Istilah “pencurian dengan pembertan” biasa secara doctrinal disebut sebagai
“pencurian yang dikualifikasikan™ pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk
pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam
keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan
pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.Berdasarkan rumusan yang
terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian
dengan pemberatan adalah :

1. Unsur-unsur pasal 362 KUHP

2. Unsur yang memberatkan dalam pasal 363 KUHP sebagai berikut :

a. Pencurian ternak.

b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau
gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar,kecelakaan
kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang.

c. Pencurian di waktu waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu

tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
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d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu.

e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk
sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak,
memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu

atau pakaian jabatan palsu.

3. Pencurian ringan ( pasal 364 KUHP )

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian

didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur yang

lain (yang meringankan), ancaman pidana nya menjadi

diperingankan.Berdasarkan rumusan pada Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-

unsur dalam pencurian ringan adalah pencurian dalam bentuknya yang pokok

(Pasal 362 KUHP) :

1. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama (Pasal
363 Ayat (1) ke-4 KUHP);

2. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat,
dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;

3. Tidak dilakukan dalam sebuah rumabh;

4. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

5. Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

4. Pencurian dengan kekerasan ( pasal 365 KUHP )

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365
KUHPidana yaitu tindak pidana pencurian ini dilakukan dengan melakukan
modus kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korbannya.Jenis pencurian yang

diatur dalam Pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan
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kekerasan” atau populer dengan istilah “curas”. Ketentuan Pasal 365 KUHP

selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun,pencurian
yangdidahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,
terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah
pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan
diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang
dicurinya.

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun : Ke-1. Jika
perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan
tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem
yang sedang berjalan; Ke-2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih
dengan bersekutu; Ke-3. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan,
dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; Ke-4. Jika perbuatan mengakibatkan
luka-luka berat.

3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling
lama lima belas tahun.

4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama
waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan
luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.
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5. Pencurian dalam keluarga ( pasal 367 KUHP )

Pencurian dalam kelurga merupakan pencurian d kalangan kelurga.Artinya baik

pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam pasal 367

KUHP ini akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan ( sendiri ) atau

membantu ( orang lain ) pencurian terhadap harta benda isteri atau

suaminya.Ketentuan Pasal 367 adalah sebagai berikut :

1. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah
suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan
ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terdapat pembuat atau pembantu
itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

2. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta
kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis
lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya
mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

3. Jika menurut Lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain
dari bapak kandung (sendiri), maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga

bagi orang itu.

D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan
penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1
ayat (3) UUD 1945). Di dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat
ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain,

seperti substansi hukum dan faktor kultur hukum. Kepolisian Negara Republik
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Indonesia memiliki keterbatasan, baik dalam hal ketersedian personil, peralatan
dan anggaran operasional, oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat itu

sendiri dalam penciptaan keamanan dan ketertiban umum.

Berkaca pada tugas dan peranan negara dalam melindungi seluruh warga
negaranya, maka dalam terminologi ilmu pemerintahan negara dimanapun di
dunia ini, yakni : memberikan layanan civil (Civil Service), memberikan layanan
publik (Public Service) dan memberikan penguatan pemberdayaan masyarakat
(Empowering) melalui kebijakankebijakannya.Tiap-tiap warga Negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI Tahun
1945).Pelaksanaan prinsip etika politik dan hukum dari tugas negara untuk
melindungi seluruh rakyatnya itu, diselenggarakan melalui salah satu tugas
pemerintahan di bidang kepolisian negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 ayat
(4) UUD NKRI Tahun 1945 serta disebutkan dalam Pasal 2 Undangundang No. 2
Tahun 2002. Sejak lama masyarakat menghendaki Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya tidak bersifat militeristik yakni
menggunakan senjata melawan musuh masyarakat, tetapi yang diinginkan
masyarakat adalah Polri bisa lebih berperan sebagai sosok hukum yang hidup
yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak

berdasarkan hukum yang berlaku.
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Sejalan denganhal tersebut, Soerjono Soekanto®*berpendapat bahwa: “hukum dan
penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa
diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum
yang diharapkan”. Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan Kketertiban
masyarakat (Kamtibmas)®'serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah
tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasarkan
undang-undang yang berlaku dan hak asasi manusia. Atau dengan kata lain harus
bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat dan keras,

sehingga tidak terjerumus kedalam prilaku yang dibenci masyarakat.

Masyarakat dan polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa di pisahkan. Tanpa
masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam
masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif. Kenyataan tersebut
di atas, menurut Barda Nawawi Arief32 | bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya
berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial
(sosial worker) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan

pengabdian).

Prilaku masyarakat dan penegak hukum menurut Soerjono Soekanto®3adalah satu
fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku
teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak

hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi

30 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet Kelima,
Rajawali, Jakarta, 2004,

3lpasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

32 Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
2005

33 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi, Remaja Karya, Bandung, 2005,
him
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mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau prilaku baik yang
bersifat positif maupun negatif. Pembaharuan Undang-undang Kepolisian
Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dimaksudkan untuk lebih
memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi
pemeliharaan keamanan dan Kketertiban masyarakat, penegakan hukum,

perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat>*.

Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Menurut Soebroto
Brotodiredjo®, istilah polisi berasal dari istilah Yunani Kuno “politeia” yang
berarti pemerintahan suatu polis atau kota. W.J.S. Poerwadarminta®*®memberikan
arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara
keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar

undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.

%4pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
3 Soebroto Brotodirejo, Polri Sebagai Penegak Hukum, Sespimpol. Bandung, 1989
%W .J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985, him.



I11. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah
Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis

normatife dan pendekatan yuridis empiris;

1. Pendekatan yuridis normatif

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai
bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap
peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan

yang diteliti.%’

2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan ini adalah pendekatan yang di lakukan berdasarkan bahan hukum
utama. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah
pendekatan kepustakaanyang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku
atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan pembahasan dalam penulisan
skripsi ini dan pengambilan datalangsung pada objek penelitian yang berkaitan

dengan peranan Intelkam Polri dalam mengantisipasi konflik sosial.®®

37 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),
Rajawali Pers, Jakarta, 2001, him. 13-14.

3 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 2001, him 10.
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B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dari tinjauannya dibedakan menjadi dua yaitu data yang di peroleh di
lapangan/masyarakat dan data yang di peroleh dari bahan pustaka. Di dalam
mendapatkan data dan jawaban pada penelitian ini menggunakan dua jenis data

yaitu;

1. Data Primer

Merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama, atau dapat dikatakan
pengumpulannya dilakukan sendiri oleh si peneliti secara langsung, seperti hasil
wawancara dan hasil pengisian kuesioner (angket).Soeratno dan Arsyad
menyatakan bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan dan ddiolaeh
sendiri oleh oerganisasi yang menggunakan atau menerbitkan data tersebut.
Contoh data primer, Peneliti akan meneliti tentang prosedur kerja suatu aplikasi

tertentu, maka dapat dilakukan wawancara mengenai hal tersebut.>®

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan
baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam
bentuk tabel-tabel atau diagram- diagram.*® Menurut Nur Indrianto dan Bambang
Supomo data sekunder adalah data sekunder merupakan sumber data penelitian
yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, diperoleh

dan dicatat oleh pihak lain.*!

39Soeratno dan Arsyad Lincolin. 2003. Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi.UPP, AMP UKPN,
Jakarta, hIm.76.

40 Husein Umar. 2013. Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis. Jakarta: Rajawali, him.42,
4INur, Indriantoro dan Supomo, Bambang.2013. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi &
Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
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Dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa data sekunder adalah data
yang didapat dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, leteratur, atau
undang-undang yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini.

Data sekunder ini meliputi 3 bahan hukum antara lain:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa
peraturan perundang-undangan.Peraturan perundang-undangan yang digunakan
adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian
yang dilakukan.*? Dalam hal ini bahan hukum primer yang di gunakan antara lain:
1. Undang-Undang Dasar 1945.

2. Undang-undang no.1 tahun 1946 (KUHP) tentang peraturan hukum pidana

3. Undang-undang no. 8 tahun 1981 (KUHAP) tentang hukum acara pidana

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori
yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun
website yang terkait dengan penelitian.Bahan hukum sekunder pada dasarnya
digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.Dari
definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa data sekunder adalah bahan
hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri
dari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan

pada penelitian.

42 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, Cet. 7, 2011,him 141.
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¢) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan
petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Biasanya
bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia,
kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.Dari definisi di atas penulis dapat
menyimpulkan bahwa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti web, kamus

ensklopedia, dan media lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik
mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui
secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk
kepentingan pemberitaan di media massa.**Menurut S. Nasution narasumber
adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan yang bertujuan
untukmemperoleh informasi dalam keadaan saling berhadapan atau melalui

telepon.** Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari;

1. Jatanras Polresta Bandar Lampung 1 Orang
2. Tokoh Masyarakat RT/RW : 1 Orang
3. Dosen Bagian Pidana Universitas Lampung : 1 Orang
Jumlah : 3 0rang

“https://id.wikipedia.org/wiki/Narasumber, di akses pada hari Rabu, 1 Juli 2020 jam 7.03.
4 3, Nasution, Metodologi Research (Penelitian IImiah), Jakarta: Bumi Aksara, 2010, him. 113.


https://id.wikipedia.org/wiki/Pribadi
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga
https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Media_massa
https://id.wikipedia.org/wiki/Narasumber
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D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Pada metode ini peneliti hanya mengamati, mencatat apa yang terjadi. Metode ini
banyak digunakan untuk mengkaji pola perilaku pemustaka di perpustakaan.*Dari
definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwastudi pustaka ialah berbagai
kegiatan yang di laksakan penulis dengan tujuan untuk mendapatkan data
sekunder melalui membacai, mencatat, mengutip, dari berbagai leterasi, peraturan
perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya

yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

b. Studi lapangan

Studi lapangan adalah studi yang di lakukan langsung di tempat kejadian atau
peristiwa permasalahan penelitian itu sendiri, dengan cara melakukan wawancara
terbuka dengan responden, bahan-bahan yang akan di pertanyakan telah di
persiapkan terlebih dahulu sebagai acuan, metode tersebut digunakan agar

responden terbuka memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

2. Prosedur Pengolaan Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun lapangan selanjutnya di
olah dengan menggunakan metode;

a. Seleksi data (Editing)Mengoreksi data yang terkumpul apakah sudah benar,

lengkap dan sesuai dengan permasalahan

4Sulistyo-Basuki. 2006. Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas IImu
Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, him. 147.
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b. Penandaan data (Coding)Memberikan tanda atau catatan pada data yang
menunjukan jenis sumber seperti literature, buku, dokumen dan perundang-
undangan.

c. Klasifikasi data (Classification)Penempatan dapat mengel ompokkan data yang
melalui proses pemeriksaan serta penggolongsn data.

d. Penyusunan data (Systemarizing)Merapikan data yang telah di seleksi secara

tersusun sesuai dengan urutan sehingga pembahasan lebih mudah di pahami.

E. Analisis Data

Analisis data pada skripsi ini di lakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara
menjelaskan atau menggambarkan serta menguraikan data, baik data primer
maupun sekunder yang didapat oleh peneliti. Yang kemudian diambil kesimpulan
secara induktif yaitu secara khusus dari beberapa putusan hakim baik yang berupa
putusan pidana maupun putusan yang berisikan tindakan atau kedua-duanya baik
pidana maupun tindakan yang kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat

deduktif atau yang bersifat umum.



V. PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan pihak kepolisian dalam tindak pidana main hakim
sendiri adalah dengan cara melakukan patroli, sosialisasi melalui babinkamtibmas,
himbauan melalui media sosial serta media masa yang ada dan mengajak
masyarakat untuk melakukan pelaporan jika terjadi tindak kejahatan baik secara
langsung maupun secara pelaporan online yang sudah disediakan oleh pihak
kepolisian. Upaya penanggulangan tindak pidana main hakim sendiri yang lain
adalah dengan cara upaya penal maupun non penal. Upaya penal ialah usaha
rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum
pidana. Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai pengendali sosial, yaitu
dengan sanksi nya berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi
kejahatan, akan tetapi dengan belum diatur secara jelasnya pasal-pasal tentang
tindak pidana main hakim sendiri maka pasal-pasal yang dapat di gunakan adalah
pasal 170 KUHP, 351 KUHP dan pasal 406 KUHP. Upaya non penal ialah
bersifat pencenghan untuk terjadinya kejahatan, usaha non penal biasanya berupa

penyantunan dan Pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung
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jawab sosial masyarakat. Dalam upaya ini masyarakat dijadikan sebagai factor

utama pendukung dalam upaya penanggulangan kejahatan.

2. Faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana main hakim sendiri
yang terjadi dijalan Pulau Singkep, kelurahan Sukarame, Bandar Lampung ialah
terlambatnya laporan dari masyarakat akiabatnya aparat kurang cepat dalam
mencegah kejadian tindak pidana main hakim sendiri, sarana transportasi yang
tidak ada untuk menjangkau tempat kejadian, akses jalan menuju tempat kejadian
rusak sehingga mempersulit aparat untuk segera tiba ditempat kejadian.Faktor lain
yang menjadi penghambat dalam penanggulangan tindak pidana main hakim
sendiri ialah faktor dari masyarakat yang kurang percaya dengan hukuman yang

diberikan sehingga membuat nasyarakat sungkan untuk melakukan pelaporan.

B. Saran

Saran dalam penilitian ini adalah :

1. Upaya dalam penanggulangan tindak pidana main hakim sendiri ini haruslah
dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat baik melalui aparat
penegak hukum maupun tokoh masyarakat serta memberikan pemahaman baik
dari segi agama maupun segi hukum bahwa tindakan main hakim sendiri ini tidak
dapat di benarkan. Memberikan pemahaman seperti ini biasanya dinilai lebih
mudah untuk dipahami dan diikuti oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat
mengetahui setiap perbuatan yang mereka lakukan apakah itu benar atau salah
dimata agama dan dimata hukum.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan tindak pidana

main hakim sendiri haruslah dibenahi dengan cepat supaya jika terjadi sebuah
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tindak kejahatan dapat di tindak sesuai peraturan yang ada dan bukan melakukan
tindakan main hakim sendiri.Menciptakan lapangan pekerjaan bagi setiap warga
yang tidak mempunyai suatu pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan
meningkatkan standar hidup masyarakat yang akan mengurangi tindak kejahatan

pencurian.
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